KEPALA DESA SEMANDING
KECAMATAN GOMBONG

KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA SEMANDING
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMANDING,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat,
Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola secara
mandiri segala potensi yang ada di Desa,;

b. bahwa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi,
kelembagaan perekonomian, sumberdaya alam, serta
sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik
Desa;

c. bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 132 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha
Milik Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Pembentukan, Kepengurusan dan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53
Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses
Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2004 Nomor 64);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
50);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun
2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN,

KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Daerah adalah Kabupaten Kebumen.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelengara Pemerintahan Daerah.

Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan |,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat
istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Semanding dibantu Perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Kesepakatan musyawarah desa adalah suatu hasil keputusan dari
musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita
Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditanda tangani oleh Ketua Badan
Permusyawaratan desa dan Kepala Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual,
dan final.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau
perolehan hak lainnya yang syah.

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan yang secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahtearaan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB 11
PEMBENTUKAN BUM DESA

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Desa ini dibentuk badan usaha yang disebut BUM
Desa dengan nama BUM Desa BAROKAH MAJU BERSAMA

(2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang
ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau
kerja sama antar-Desa.

(3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dengan
semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.

Pasal 3
Pembentukan BUM Desa bertujuan:
a. meningkatkan perekonomian Desa;
b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan
masyarakat Desa;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi
Desa;
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d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau
dengan pihak ketiga;

e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan
layanan umum warga;

f.  membuka lapangan kerja;

g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan
umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan

h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 4

BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan dengan

mempertimbangkan:

a. potensi usaha ekonomi Desa;

b. sumberdaya alam di Desa;

c. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan

d. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan

(1)

(2)

(1)

(3)

kekayaan Desa yang diserahkan wuntuk dikelola sebagai bagian dari
usaha BUM Desa.

Pasal 5

Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

disepakati melalui Musyawarah Desa.

Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pembentukan BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan
sosial budaya masyarakat;

b. organisasi pengelola BUM Desa;

c. modal usaha BUM Desa; dan

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

BAB III
KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUM Desa
Pasal 6

BUM Desa terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum maupun
tidak berbadan hukum.

Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal
dari BUM Desa dan masyarakat.

Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan
hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa
tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Bentuk unit usaha BUM Desa dapat meliputi:

a.

Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan
perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang
sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan

Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 %
(enampuluh perseratus), sesuai dengan peraturan perundang-
undangan tentang lembaga keuangan mikro.
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Pasal 8

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 9

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:

a. penasihat;

b. pelaksana operasional; dan

c. pengawas.

(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 10

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dijabat oleh

Kepala Desa.

Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam
melaksanakan pengelolaan BUM Desa;

b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang
dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan

c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.

Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan
yang menyangkut kepengurusan pengelolaan usaha Desa; dan

b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan
kinerja BUM Desa.

Pasal 11

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b
merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Desa setelah disepakati dalam musyawarah Desa.

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang
merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga
Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang

a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi
lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau
pelayanan umum masyarakat Desa;

b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan

c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian
Desa lainnya.

Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkewajiban :

a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa
setiap bulan;

b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM
Desa setiap 3 (tiga)bulan;

c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa
kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-
kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Pasal 12

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (4), Pelaksana Operasional dapat menunjuk Anggota Pengurus
sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus
pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang
usaha.

Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan
kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan
tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 13

Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:

bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;

berdomisili dan menetap di Desa;

berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap

usaha ekonomi Desa; dan

e. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK
atau sederajat dan/atau SMP tetapi mempunyai pengalaman dalam
usaha;

f.  paling rendah berusia 20 (dua puluh) tahun.

Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:

a. meninggal dunia;

b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;

c. mengundurkan diri;

d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan Dbaik sehingga
menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;

e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

pao oD

Pasal 14
Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf ¢ mewakili
kepentingan masyarakat.
Susunan kekepengurusan Pengawas terdiri dari:
a. Ketua;
b. Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Sekretaris merangkap anggota; dan
d. Anggota.
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja
BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud

pada ayat (2);

b. penetapan status pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa;
dan

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana
Operasional.

Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga BUM Desa.

Pasal 15

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan
ketentuan Pedoman Tata Tertib dan mekanisme pengambilan keputusan
Musyawarah Desa.
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Bagian Ketiga
Modal dan Kekayaan BUM Desa
Pasal 16

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.

(2) Selain Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bersumber dari :

penyertaan modal Desa;

penyertaan modal masyarakat Desa;

Hibah dari pihak ketiga;

Bantuan Dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB

Desa; dan

e. Hasil Usaha.

poop

Pasal 17

(1) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(2) huruf a terdiri atas:
a. Kekayaan Desa yang dipisahkan yang berasal dari APB Desa;
b. Penyertaan Modal dari pihak ketiga;
c. aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

(2) Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

16 ayat (2) huruf b berupa saham yang berasal dari masyarakat.

Bagian Keempat
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
Pasal 18

(1) Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disepakati melalui
musyawarah desa.

(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling
sedikit: nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan
usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta
tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.

(3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
paling sedikit: hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan
dan pemberhentian personil organisasi pengelola, penetapan jenis usaha,
dan sumber modal.

(4) Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa
Pasal 19

BUM Desa yang dibentuk mempunyai unit usaha sebagai berikut :

. Serving
a. Usaha air minum desa,
b. usaha listrik desa,
c. lumbung desa/pangan.
d. dst
. Banking Bank desa atau
a. lembaga simpan pinjam/perkreditan desa atau
b. lembaga keuangan mikro desa
c. dst
. Renting
a. Penyewaan traktor,
b. perkakas pesta,



c. gedung pertemuan,
d. rumah toko,

e. tanah

f. dst

4. Brokering

ul

a. Jasa pembayaran listrik Desa
b. mendirikan pasar desa
c. dst

. Trading

a. Pabrik ,

b. hasil pertanian,

c. sarana produksi pertanian
d. Tunda jual gabah

e. dst

6. Contracting

a. Jasa Cleaning service,

b. Pemborong bangunan

c. Konsultan dan jasa konstruksi
d. dll

7. Dan lain-lain

(1)

Pasal 20

BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-
unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal
Desa maupun kawasan perdesaan.

Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri
sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar
tumbuh menjadi usaha bersama.

Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:

a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari
kelompok masyarakat; dan

b. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha
lokal lainnya.

c. Kegiatan usaha bersama lainnya.

Bagian Keenam
Strategi Pengelolaan BUM Desa
Pasal 21

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan
mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh
BUM Desa, meliputi:

a.
b.

C.

sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;

pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM
Desa;

pembentukan BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis
penyewaan;

kajian/analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada
usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan
perdagangan, bisnis penyewaan mencakup aspek teknis dan teknologi,
aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek
sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan
hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama
BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi
sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;

diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada
bisnis keuangan dan usaha bersama.



(1)

(2)

(3)
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Bagian Ketujuh

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa
Pasal 22

Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari
hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada
pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1
(satu) tahun buku.

Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.

Pasal 23

Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
dimanfaatkan untuk:

a.

(3)

(4)

(1)
(2)

(3)

pengembangan usaha;

pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian
bantuan untuk masyarakat miskin berupa hibah, bantuan sosial atau
kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.

Bagian Delapan
Kepailitan BUM Desa
Pasal 24

Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.

Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutup kerugian dengan
aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
BUM Desa yang tidak dapat menutup kerugian dengan aset dan
kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BUM Desa yang dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diserahkan pengeloaannya kepada Pemerintah Desa melalui
musyawarah desa.

Bagian Sembilan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 25

Pelaksana Operasional dan Pengawas melaporkan pertanggung jawaban
pelaksanaan BUM Desa kepada Kepala Desa.

Kepala Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap
BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.
BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam
membina pengelolaan BUM Desa.

BABV
PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasaan pelaksanaan BUM Desa dilaksanakan oleh BPD dan
Masyarakat.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya ,memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Semanding

Ditetapkan di desa Semmanding
pada tanggal, 23 Maret 2018

Kepala Desa Semanding,

ARDI ABDUL MU’ADZ

Diundangkan di Semanding

pada tanggal

SEKRETARIS DESA SEMANDING,

SUGIYARTO

LEMBARAN DESA SEMANDING TAHUN 2018 NOMOR 03
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LAMPIRAN I
PERATURAN DESA SEMANDING
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEPENGURUSAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SEMANDING KECAMATAN GOMBONG

KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMANDING
KECAMATAN GOMBONG

NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN,
KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
DESA SEMANDING KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan taraf hidup masyarakat,
Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola secara
mandiri segala potensi yang ada di Desa;

b. bahwa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi,
kelembagaan perekonomian, sumberdaya alam, serta
sumberdaya manusia dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa, sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik
Desa;

c. bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 132 Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha
Milik Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Desa tentang Pembentukan, Kepengurusan dan
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5694);
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53

Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses
Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2004 Nomor 64);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
50);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun
2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Penetapan Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa Di Desa Semanding untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa.

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semanding
Pada tanggal 23 Maret 2018

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

MOKHAMAD ZAMHARI
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LAMPIRAN II

PERATURAN DESA SEMANDING
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEPENGURUSAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
DESA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor :
Nomor :

03 /DS-SEMANDING /2018
03 /BPD ~-SEMANDING /2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA SEMANDING

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN, KEPENGURUSAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pada Hari Ini Senin Tanggal Sembilan Belas Maret Tahun Dua Ribu Delapan
Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ARDI ABDUL MU’ADZ

2. MOKHAMAD ZAMHARI

Menyatakan bahwa

: Kepala Desa Semanding dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Desa Semanding selanjutnya disebut PIHAK
KESATU

: Ketua BPD Desa Semanding dalam hal ini

bertindak wuntuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
Semanding selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang
Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan BUM Desa yang telah diajukan
PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang
pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU

(ARDI ABDUL MU’ADZ )

PIHAK KEDUA

(MOKHAMAD ZAMHARI)
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LAMPIRAN IV

PERATURAN DESA SEMANDING

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEPENGURUSAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN, KEPENGURUSAN
DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
Berkaitan dengan penyusunan Peraturan Desa Tentang Pembentukan,
Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik desa di Desa Semanding
Kecamatan Gombong Kabupaten KebumenProvinsi Jawa Tengah pada :
Hari dan Tanggal : Senin, 19 Maret 2018
Jam : 20.00 WIB s.d selesai
Tempat : Balai Desa Semanding
Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur
perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:
A. Materi
Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pembentukan, Kepengurusan dan

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin musyawarah : Mokhamad Zamhari dari Ketua BPD
Notulen : Winardi dari Anggota BPD
Narasumber :
1. Ardi Abdul Mu’adz dari Unsur Kepala Desa
2. Mokhamad Zamhari dari Ketua BPD
2. Sugiyarto dari Unsur Sekretaris Desa

3. Muchrojikin dari Unsur Perangkat Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Peraturan
Desa Tentang Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik
Desa (BUMDesa)

1. Pendirian BUMDesa dengan nama “BAROKAH MAJU BERSAMA”

2. Disepakati Peraturan Desa No. 03 TAHUN 2018 Tentang Pembentukan,

Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
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Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

tanggungjawab.
Kepala Desa Semanding, 19 Maret 2018
KETUA BPD
ARDI ABDUL MU’ADZ MOKHAMAD ZAMHARI

Wakil Kelompok Masyarakat

H. BUDI IRIANTO
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DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBENTUKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN
USAHA MILIK DESA
DESA : SEMANDING
KECAMATAN : GOMBONG
TANGGAL : 19 MARET 2018
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN

2

3

4

Ardi Abdul Mu’adz

Kepala Desa

5 Sugiyarto Sekretaris Desa

3 Suhendro Kasi Pemerintahan
4 Dwi Tetdi Kasi Kesra

5 Hasanudin, S.H. Kasi Pelayanan

6. Indra Harmawan Kaur Umum

- Elis Indrawati,A.Md Kaur Keuangan

3. Muchrojikin Kaur Perencanaan
9. Agung Wibowo Kadus Semanding 1
0. Sudwiyono Kadus Semanding 2
11, Maryono Kadus Meton

12. Agus Purwadi Kadus Gili, Jengkok
13, Agus Ruswandi Kadus Karangmaja 1
14 Slamet Riyadi, S.Pt Kadus karangmaja 2
15, Danuri Pembt. Kaur Umum
16. | Mokhamad Zambhari, S.H Ketua BPD

17. | Sukaemi Wakil Ketua

18. | Winardi, S.Pd Anggota
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Anggota
19. | Teguh Purwanto, S.E

Anggota
20. | Edi Nur Cahyo, A.Mk

Anggota
21. | Supriyadi

Anggota
22. | Wahyudi

Anggota
23. | Subagiyo

Anggota
24. | Lasmino

Anggota
25. | Agus Sundarto
26.
27.
28.
29.
30.

KETUA BPD SEMANDING

MOKHAMAD ZAMHARI




